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Indeks Keterbukaan Badan Publik 
Menyediakan Informasi Anggaran 

Secara Berkala
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) Latarbelakang

Study Keterbukaan Badan Publik Menyediakan 
Informasi Anggaran Berkala

Pasal 11 
PerKIP 
1/2010

Open 
Government 

Indonesia

Pasal 9 UU 
14/2008
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ÅStudy ini bertujuanuntuk mengukur
ketersediaaninformasianggarandalamkurun
waktuduatahun

ÅMenyusun base line data untuk perbaikan tata 
kelola informasi anggaran publik yang harus 
tersedia dan dipublikasikan secara berkala 

Å Tentang Study
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Badan Publik Informasi Anggaran yang diukur Keterangan Bobot

Kementeran/ 
Lembaga Negara (80)

Laporan Keuangan TA. 2010-2011 35

RKA-DIPA TA. 2011-2012 50

Lelang PengadaanBarang dan Jasa TA. 2011-2012 15

100

Pemerintah Propinsi 
(31)

Laporan Keuangan TA. 2010-2011 30

Perda APBD TA. 2011-2012 20

RKA-DPA TA. 2011-2012 35

Lelang Pengadaan Barang dan JasaTA. 2011-2012 15

100

Partai Politik (9) Laporan Keuangan TA. 2010-2011 100

Å Tentang Study
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Keterbukaan 
Informasi 

Anggaran secara 
berkala

Aksesibilitas

Ketersediaan
Ketepatan 

Waktu

Informasi yang 
cukup

Kriteria Ideal

Ketersediaan Aksesibilitas

Keterbukaan 
Informasi 
Anggaran 

secara 
berkala

Kriteria Study Saat ini
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Tahap 1

Okt-ŘŜǎ Ψмн

Tahap 2

Wŀƴ Ψмо

Verifikasi data

Penelusuran website

Dilaksanakan dengan menelusuri situs resmi 
Badan Publik

www. _____.go.id

Å Tentang Study
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Mayoritas Badan Publik Belum 
Publikasikan Informasi Anggaran 

Informasi Anggaran
Kementerian

Lembaga 
Negara

Pemerintah 
Propinsi

Partai 
Politik

jml % jml % jml % jml %

Laporan Keuangan 11 32% 11 23% 7 23% 0 0%

RKA-DIPA/ DPA 8 24% 3 6% 11 35% n/a n/a

Lelang Pengadaan 
Barang dan Jasa

34 100% 47 100% 31 100% n/a n/a

Perda APBD n/a n/a n/a n/a 13 42% n/a n/a

Å Temuan-Temuan Hasil Study
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Informasi Lelang PBJ dipublikasikan seluruh 
Badan Publik, Tapi RKA-DIPA Belum

άwY!-DIPA adalah dokumen anggaran yang menjadi dasar setiap 
Badan Publik untuk melaksanakan setiap program dan 

kegiatannya. Oleh karenanya, mandat pasal 9 UU KIP mengikat 
Badan Publik untuk mempublikasikan kedua dokumen ini. 

Bedanya, publikasi informasi lelang PBJ dimandatkan secara 
spesifik di dalam perpres PBJ. Sedangkan RKA-DIPA tidak spesifik. 
Padahal, Pasal 23 ayat 1 serta peraturan perundang-undangan 
tentang pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa asas 

pengelolaan keuangan negara adalah keterbukaan. Selain 
itu, konsekwensi bagi Badan Publik ketika tidak publikasikan 
RKA-DIPA juga belum jelas. Berbeda dengan publikasi lelang 

t.WΦέ

Å Temuan-Temuan Hasil Study
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Laporan Keuangan Lebih Banyak Dipublikasikan 
Dari Pada RKA-DIPA

άǎŜŎŀǊŀ ƪǳŀƴǘƛǘŀǎΣ ƭŀǇƻǊŀƴ ƪŜǳŀƴƎŀƴ ƭŜōƛƘ ōŀƴȅŀƪ ŘƛǇǳōƭƛƪŀǎƛƪŀƴ 
dari pada RKA-DIPA Badan Publik. Jika dilihat dari sisi 

kemanfaatan yang terdapat dalam laporan keuangan dan RKA-
DIPA untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik 
terhadap Badan Publik, publikasi RKA-DIPA lebih berguna bagi 
publik. Dengan RKA-DIPA publik dapat mengetahui program 

kegiatan, serta anggaran yang dialokasi Badan Publik 
pemerintah dalam pembangunan yang dirasakan publik. 

Kepercayaan publik kepada Badan Publik pemerintah akan 
meningkat. Partisipasi publik dalam pembangunan akan semakin 

tinggi. Pengawasan pelaksanaan anggaran semakin ketat. 
tƻǘŜƴǎƛ ǇŜƴȅƛƳǇŀƴƎŀƴ ŀƴƎƎŀǊŀƴ ŘŀǇŀǘ ƳŜƴǳǊǳƴΦέ

Å Temuan-Temuan Hasil Study
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Meskipun Skor OBI Indonesia Meningkat, Tapi 
publikasi RKA-DIPA Minim

άaŜǎƪƛǇǳƴ ǎŜŎŀǊŀ ǳƳǳƳ ǘŜǊƧŀŘƛ ƪŜƴŀƛƪŀƴ ǎƪƻǊ ƛƴŘƻƴŜǎƛŀ ŘŀƭŀƳ 
OBI dari 51 di tahun 2010 ke 62 di tahun 2012, namun RKA-DIPA 

belum dipublikasikan Badan Publik. Kementerian keuangan 
memang telah mempublikasikan Keputusan Presiden (Keppres) 
tentang Penjabaran APBN selama dua tahun, yakni 2011 dan 

2012. Masalahnya, tidak semua pengguna informasi mengetahui 
bahwa informasi anggaran untuk semua kementerian lembaga 

tersedia di website kementerian keuangan. Oleh karenanya, 
mempublikasikan RKA-DIPA di masing-masing website Badan 

tǳōƭƛƪ ǘŜǘŀǇ ǇŜƴǘƛƴƎΦέ

Å Temuan-Temuan Hasil Study
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Website Resmi BP Belum Optimal Dimanfaatkan 
Sebagai Media Publikasi Informasi Anggaran

άtŜƳŜǊƛƴǘŀƘ ǇǊƻǇƛƴǎƛ ƳŜƴȅŜŘƛŀƪŀƴ ƪŀƴŀƭ ƪƘǳǎǳǎ ǳƴǘǳƪ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛ 
ŀƴƎƎŀǊŀƴ άǘǊŀƴǎǇŀǊŀƴǎƛ ŀƴƎƎŀǊŀƴέ ŀǘŀǳ ǎŜƧŜƴƛǎƴȅŀΦ ¢ŜǘŀǇƛ ǘƛŘŀƪ 

ada informasi di dalamnya. Desain arsitektur website 
menyulitkan untuk mendapatan informasi anggaran. Tidak 

semua website resmi menyediakan kanal khusus informasi pubik, 
yang didalamnya memuat informasi anggaran. Beberapa 

diantaranya menyediakan informasi anggaran di kanal profil 
ƭŜƳōŀƎŀΦ ά

Å Temuan-Temuan Hasil Study
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άFormat RKA-DIPA yang dipublikasikan tidak sama. 
Beberapa Badan Publik hanya menyediakan informasi 
anggaran dalam satu lembar yang memuat informasi 
program dan kegiatan. Hal ini terjadi karena Dirjen 

Anggaran Kementerian Keuangan selalu merubah sistem 
aplikasi RKA-KL setiap tahun. Terdapat Badan Publik yang 

hanya mempublikasikan ringkasan RKA-DIPA yang memuat 
informasi anggaran program dan kegiatan saja. 

Tetapi, yang ada yang lebih baik, yang mempublikasikan 
RKA-5Lt! ȅŀƴƎ ƳŜƳǳŀǘ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛ ƘƛƴƎƎŀ ǎŀǘǳŀƴ ƘŀǊƎŀΦέ

Å Temuan-Temuan Hasil Study
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Publikasi Informasi RKA-DIPA Belum Tepat 
Waktu

άaŜǎƪƛǇǳƴ YŜǘŜǇŀǘŀƴ ǿŀƪǘǳ ōǳƪŀƴ ƪǊƛǘŜǊƛŀ ȅŀƴƎ 
diukur, tetapi study ini menemukan RKA-DIPA yang 

dipublikasikan tidak tepat waktu. Dalam konteks informasi 
anggaran, ketepatan waktu sangat penting, karena 

informasi bersifat periodik untuk satu tahun. Informasi 
anggaran menjadi kurang bermanfaat jika informasi yang 

dipublikasikan tidak sesuai dengan tahun anggaran. 
Misalnya RKA-DIPA tahun 2011 baru diunggah pada Juli 
нлмнΦ Iŀƭ ƛƴƛ ƳŜƴƎǳǊŀƴƎƛ ƴƛƭŀƛ ƳŀƴŦŀŀǘ ƛƴŦƻǊƳŀǎƛΦέ

Å Temuan-Temuan Hasil Study
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